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KATA PENGANTAR 

 

Susenas merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga 

yang penting di Indonesia. Data yang dihasilkan oleh survei ini telah 

banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar 

negeri. Oleh karena itu, kesinambungan/continuity ketersediaan dan 

kualitas data harus terus dijaga dan ditingkatkan. 

Sebagaimana telah diketahui, kualitas data dipengaruhi oleh dua hal, yaitu 

sampling error dan non sampling error. Data berkualitas harus memiliki 

error yang serendah-rendahnya. Dalam usaha untuk mendapatkan data 

yang berkualitas tersebut, maka disusunlah buku pedoman pengumpulan 

data ini, yang secara umum memuat keterangan-keterangan tentang survei 

secara keseluruhan. 

Buku Pedoman I Susenas 2016 disediakan untuk menjadi acuan Kepala 

BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik Sosial dan Kepala BPS 

Kabupaten/Kota, berisi petunjuk dan informasi tentang metodologi 

pengumpulan data dan manajemen lapangan. Secara umum penyusunan 

buku ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan Susenas Maret 2016 

kepada Kepala BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik Sosial, dan Kepala BPS 

Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di 

daerah. 

Penyediaan buku pedoman tersebut dilakukan dalam usaha untuk 

mendapatkan data yang berkualitas. Untuk itu, buku tersebut harus 

dipahami dan digunakan sebagai Standard Operational Procedure (SOP)  

pengumpulan data Susenas.  
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PENDAHULUAN 

1.1 Umum   

Sejalan dengan tugas pokok BPS dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintah di bidang statistik khususnya untuk menyediakan data statistik 

kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan mutakhir, Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi: kondisi kesehatan, 

pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, ketenagakerjaan, perumahan, 

dan kondisi sosial ekonomi lainnya. 

Dengan perannya sebagai sumber data bidang sosial ekonomi dan 

kesejahteraan rakyat, maka Susenas terus menerus mengalami perbaikan 

dan pengembangan. Pada tahun 1992, BPS melakukan pengembangan 

materi Susenas sekaligus penataan waktu pendataannya. Seluruh topik 

atau variabel yang dicakup dalam Susenas sebelumnya dicacah dengan 

menggunakan satu kuesioner. Pada saat ini, topik atau variabel yang 

dicakup dalam Susenas dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu 

Kor dan Modul. Variabel yang termasuk kategori Kor (inti) dikumpulkan 

datanya setiap tahun, sedangkan untuk variabel kategori Modul 

dikelompokkan lagi ke dalam 3 (tiga) paket, masing-masing paket digilir 

pengumpulannya setiap 3 (tiga) tahun sekali. Ketiga paket tersebut adalah 

(i) Konsumsi/Pengeluaran, (ii) Pendidikan dan Sosial Budaya, dan (iii) 

Kesehatan dan Perumahan.  

Sejak dikembangkan pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2010, 

Susenas dilaksanakan dengan pola relatif sama, kecuali peningkatan 

frekuensi untuk pengumpulan data modul konsumsi menjadi setiap tahun 

sejak tahun 2010. Namun dari sisi cakupan materi, terdapat cukup banyak 

perubahan/penggantian karena mengikuti tren permintaan/kebutuhan 

data. Memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya untuk penyediaan data 

BAB 
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tingkat kemiskinan dalam interval waktu yang lebih pendek (dari 

sebelumnya sekali setahun menjadi dua kali setahun atau lebih), maka 

mulai tahun 2011 BPS melakukan perubahan dalam penyelenggaraan 

Susenas.  

Perubahan penting dalam penyelenggaraan Susenas 2011 dan 

masih diteruskan sampai tahun 2014, adalah:  

1. Pengumpulan data dilakukan 4 (empat) kali setahun, dari 

sebelumnya 2 (dua) kali setahun.  

2. Modul Konsumsi dan Pengeluaran tidak lagi dikumpulkan 3 (tiga) 

tahun sekali melainkan dikumpulkan pada semua periode 

pencacahan (triwulanan) sehingga gabungan dari seluruh triwulan 

tersebut mampu  menghasilkan angka tingkat kemiskinan yang 

representatif sampai tingkat kabupaten/kota. 

Pelaksanaan lapangan Susenas triwulanan ternyata menjadi beban 

yang cukup berat bagi BPS Kabupaten/Kota karena frekuensinya yang 

terlalu sering dan muatannya yang banyak. Pada triwulan I, II, dan IV 

dicacahkan kuesioner Kor serta Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Pada 

triwulan III, selain kuesioner Kor dan Modul Konsumsi,  pencacahan juga 

dilakukan dengan salah satu modul lain (Modul Pendidikan dan Sosial 

Budaya atau Modul Kesehatan dan Perumahan atau Modul Ketahanan 

Sosial). Banyaknya variabel (pertanyaan) yang dicakup dalam pencacahan 

Susenas, sebagaimana tercermin dari lamanya wawancara, telah menjadi 

keluhan umum petugas Susenas dan responden (rumah tangga terpilih). 

Kejenuhan responden, khususnya karena lamanya waktu wawancara, 

berpotensi menurunkan kualitas data yang diperoleh.  

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui pula beberapa kelemahan dan 

kesulitan dalam penyelenggaraan Susenas triwulanan. Kelemahan utama 

penyelengggaraan Susenas triwulanan terkait dengan penyediaan data 

tingkat kabupaten/kota. Estimasi tingkat kabupaten/kota dihitung setelah 

hasil survei untuk keempat triwulan selesai diolah dan digabung, sehingga 

data tingkat kabupaten/kota dapat dirilis pada triwulan kedua tahun 

berikutnya. Merujuk komitmen BPS untuk penyediaan data berkualitas 

(dan pelayanan prima), maka BPS memandang perlu melakukan evaluasi 
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terhadap penyelenggaraan Susenas. Proses evaluasi telah dilaksanakan 

sejak tahun 2013, antara lain dengan melakukan penilaian terhadap: 

1. Indikator yang dicakup dan tren data yang dihasilkan; 

2. Praktik penyelenggaraan Susenas pada setiap tahapan kegiatan, 

mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi data; dan       

3. Diskusi dengan pemangku kepentingan, khususnya para 

penanggung jawab langsung Susenas di tingkat pusat dan daerah. 

Hasil evaluasi menyimpulkan perlunya BPS melakukan perubahan 

(pengembangan) Susenas.  

Hasil diskusi Forum Kelompok Kerja antara lain menyimpulkan: 

1. Adanya pertanyaan di Susenas yang multi tafsir; 

2. Metodologi dan konsep definisi tidak merujuk standar 

internasional; dan  

3. Beban/jumlah pertanyaan terlalu berat/banyak.  

Fokus kegiatan pengembangan pada tahun 2013 adalah penyiapan 

daftar indikator/statistik dan penyusunan daftar pertanyaan (kuesioner) 

untuk pengumpulan data Susenas 2015. Kuesioner yang dikembangkan 

adalah Kor; Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP); Modul 

Kesehatan dan Perumahan (MKP); dan Modul Ketahanan Sosial. Sementara 

itu, kuesioner Modul Konsumsi dan Pengeluaran dilakukan 

penyederhanaan, yaitu dengan menghilangkan sumber perolehan komoditi 

makanan dan bahan makanan, serta mengurangi komoditi yang 

ditanyakan. 

Draft Susenas yang sudah dirumuskan melalui diskusi serta 

workshop, diuji untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang 

baru dikembangkan dapat dimengerti dengan mudah oleh pencacah dan 

responden. Ujicoba pertama kali dilakukan di Provinsi Jawa Barat, 

Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Ujicoba berikutnya dilakukan di 

Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan 

Maluku.  

Susenas hasil pengembangan diimplementasikan pada tahun 2015 

dengan pertimbangan bahwa tahun 2015 merupakan tahun pertama dari 

pemerintahan Kabinet baru, sekaligus tahun berakhirnya program MDGs, 
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yang direncanakan akan dilanjutkan dengan program paska MDGs, yaitu 

Sustainable Development Goals (SDGs).   

Evaluasi menyeluruh terhadap Susenas, mengambil keputusan 

penting tentang pelaksanaan Susenas 2015 dan tahun-tahun selanjutnya:  

1. Pencacahan Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu bulan 

Maret dan September;  

2. Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar untuk 

menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat 

kabupaten/kota, pencacahan bulan September dengan ukuran 

sampel kecil untuk menghasilkan data yang representatif hanya 

untuk estimasi provinsi dan nasional;  

3. Setiap periode pencacahan menggunakan 2 (dua) kuesioner. 

Pencacahan bulan Maret menggunakan kuesioner Kor serta 

kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Pencacahan bulan 

September menggunakan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran 

dan kuesioner Modul Pendidikan dan Sosial Budaya, atau 

Kesehatan dan Perumahan, atau Ketahanan Sosial sesuai tahun 

pendataannya;  

4. Sejumlah variabel pokok dari kuesioner Kor yang harus selalu 

dikumpulkan datanya pada setiap periode pencacahan akan 

menjadi bagian dari materi kuesioner Modul.  

Susenas Maret 2016 juga menerapkan mekanisme yang sama 

seperti yang dilakukan pada Susenas Maret 2015, yaitu menggunakan 

Kuesioner Kor serta Kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. 

 

1.2 Tujuan  

Secara umum penyusunan buku ini bertujuan untuk menjelaskan 

kegiatan Susenas Maret 2016 kepada Kepala BPS Provinsi, Kepala Bidang 

Statistik Sosial, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota sebagai penanggung 

jawab dan pelaksana kegiatan di daerah. Kegiatan Susenas yang dibahas 

dalam buku pedoman ini mencakup petunjuk dan informasi tentang 

metodologi pengumpulan data dan manajemen lapangan. 
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1.3 Ruang Lingkup  

Pelaksanaan Susenas Maret 2016 mencakup 300.000 rumah tangga 

sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia.  

 

1.4 Jenis Data yang Dikumpulkan  

Jenis data yang dikumpulkan dengan kuesioner Kor (VSEN16.K) 

mencakup:  

1. Keterangan demografi, akte kelahiran, dan pendidikan anak usia 

dini (PAUD);  

2. Keterangan pendidikan anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke 

atas;  

3. Keterangan bepergian dan korban kejahatan;  

4. Keterangan keluhan, rawat jalan, dan jaminan kesehatan;  

5. Keterangan rawat inap dan merokok;  

6. Keterangan keberadaan ibu kandung di dalam rumah tangga dan 

tempat lahir balita;  

7. Keterangan tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan nomor induk 

kependudukan (NIK) anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke 

atas;  

8. Keterangan tentang balita, yaitu imunisasi untuk balita dan ASI 

untuk baduta;  

9. Keterangan teknologi informasi dan komunikasi anggota rumah 

tangga berumur 5 tahun ke atas;  

10. Keterangan ketenagakerjaan anggota rumah tangga berumur 10 

tahun ke atas;  

11. Keterangan fertilitas, penolong persalinan, dan keluarga berencana 

(KB) untuk perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun;  

12. Keterangan perumahan;  

13. Keterangan perlindungan sosial;  

14. Keterangan kepemilikan barang;  

15. Keterangan ruangan;  

16. Keterangan sumber penghasilan rumah tangga.  
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Jenis data yang dikumpulkan dengan kuesioner Konsumsi dan 

Pengeluaran (VSEN16.KP) mencakup:   

1. Keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi dan pengeluaran 

makanan, minuman, dan tembakau seminggu yang lalu. Konsumsi 

makanan dan minuman dibedakan antara konsumsi makanan dan 

minuman yang disiapkan di rumah dan konsumsi makanan dan 

minuman jadi serta rokok, mencakup 112 komoditi yang terbagi 

dalam 14 kelompok;   

2. Keterangan tentang pengeluaran untuk barang-barang bukan 

makanan selama sebulan dan setahun terakhir (dalam rupiah) yang 

terbagi dalam 6 (enam) kelompok;  

3. Keterangan tentang pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran 

bukan konsumsi selama setahun terakhir yang terbagi dalam 5 

(lima) kelompok.   



 

 Pedoman Kepala BPS Provinsi, Kabid Statistik Sosial, dan Kepala BPS Kab/Kota 7 
 

1.5  Jadwal  

Pelaksanaan Susenas 2016 mencakup berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan di BPS Pusat dan daerah. Kegiatan dan jadwalnya, sebagai 

berikut:  

Jadwal Kegiatan Susenas Maret 2016 

No. Uraian Kegiatan Jadwal 

(1) (2) (3) 

A. Persiapan 

1 Penyempurnaan pedoman dan 

kuesioner 

Oktober - Desember 2015 

2 Workshop/Pelatihan Intama 11-13 Januari 2016 

3 Pengiriman DSBS ke daerah Minggu II Januari 2016 

4 Tanggapan dari daerah mengenai 

DSBS  

Minggu III Januari 2016 

5 Pelatihan Innas:  Gelombang 1 

 Gelombang 2 

24-28 Januari 2016 

28 Januari - 1 Februari 2016 

6 Pelatihan petugas 2-20 Februari 2016 

B. Pelaksanaan 

7 Pengumpulan Rentang Harga dari BPS 

Kab/Kota ke BPS Provinsi *) 

1-5 Februari 2016 

8 Pengumpulan Rentang Harga dari BPS 

Provinsi ke BPS Pusat 

8-12 Februari 2016 

9 Updating muatan blok sensus Susenas  21-26 Februari 2016 

10 Pengawasan dan pemeriksaan 

hasil updating blok sensus 

22-27 Februari 2016 

11 Pemilihan sampel rumah tangga 25-28 Februari 2016 

12 Pengiriman dokumen VSEN16.MHU 

dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi 
27-29 Februari 2016 

13 Pengiriman dokumen VSEN16.MHU 

dari BPS Provinsi ke BPS Pusat 
1-4 Maret 2016 

14 Pencacahan rumah tangga sampel 1-20 Maret 2016 
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No. Uraian Kegiatan Jadwal 

(1) (2) (3) 

15 Pengawasan/pemeriksaan 1-31 Maret 2016 

16 Monitoring kualitas dengan 

menggunakan internet 

5-20 Maret 2016 

17 Penyerahan hasil pencacahan 

ke BPS Kab/Kota 

6-31 Maret 2016 

18 Receiving, batching, editing, dan 

coding 

6-31 Maret 2016 

C. Pengolahan 

19 Pengolahan data (data entri dan 

validasi) 

7 Maret - 5 April 2016 

20 Umpan balik hasil data entri yang 

bermasalah ke Seksi Sosial untuk 

dicek ke lapangan  

8 Maret - 4 April 2016 

21 Evaluasi kualitas data di tingkat 

BPS Kab/Kota 

12 Maret - 4 April 2016 

22 Pengiriman data ke BPS Prvovinsi 1-10 April 2016 

23 

 

Pengecekan kualitas data dan 

kelengkapan data oleh BPS Provinsi  

6-15 April 2016 

24 Pengiriman raw data ke BPS Pusat 10 - 20 April 2016 

 

Keterangan: 

*) Pengiriman Rentang Harga (RH) dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi 

harus dalam format excel sesuai dengan template yang dikirimkan 

dari BPS pusat. RH yang dicatat adalah RH yang dikumpulkan dari 

pasar/tempat belanja dimana responden biasanya membeli barang 

tersebut. 
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1.6  Dokumen yang Digunakan  

Dokumen yang digunakan dalam pencacahan Susenas Maret 2016 

mencakup buku pedoman dan daftar. Buku pedoman terdiri atas 4 (empat) 

buku, yaitu: 

1. Buku I : Pedoman Kepala BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik 

     Sosial, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota; 

2. Buku II : Pedoman Pencacahan Susenas Maret 2016; 

3. Buku III : Pedoman Pengawasan Susenas Maret 2016; 

4. Buku IV : Pedoman Data Entri Susenas Maret 2016. 

 

Daftar yang digunakan seperti tercantum pada tabel berikut: 

No. Jenis Daftar Uraian Disimpan di Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. VSEN16.DSBS Daftar Sampel Blok 

Sensus 

BPS Kab/Kota Di-print di   

BPS Kab/Kota 

2. VSEN16.P Daftar Pemutakhiran 

Muatan Rumah Tangga 

dalam Blok Sensus 

BPS Pusat 

(softcopy) 

Di-print di  

BPS Kab/Kota 

3. VSEN16.DSRT Daftar Sampel Rumah 

Tangga Terpilih 

(2 rangkap) 

BPS Kab/Kota Di-print di  

BPS Kab/Kota 

4. VSEN16.MHU Daftar Monitoring 

Hasil Updating 

BPS Pusat Di-print di  

BPS Kab/Kota 

5. Sketsa Peta BS 

SP2010-WB 

Alat bantu pengenalan 

wilayah 

BPS Kab/Kota Di-print di   

BPS Kab/Kota 

6. VSEN16.K Daftar Pertanyaan Kor BPS Kab/Kota Dicetak di daerah 

7. VSEN16.KP Daftar Pertanyaan  

Konsumsi/Pengeluaran 

BPS Kab/Kota Dicetak di daerah 

Contoh beberapa jenis daftar yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran. 
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1.7 Arus Dokumen  

Arus dokumen seperti yang tergambar pada Gambar 1: Arus 

Dokumen Susenas Maret 2016 dari Pusat sampai Petugas Pencacah. 

Tulisan dicetak tebal menandakan daftar sudah ada isiannya. Tulisan 

miring menandakan bahwa semua file dokumen dapat diunduh melalui 

filelib Susenas. 
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Gambar 1.  Arus Dokumen (Hard copy dan Soft file) Susenas 2016 dari 

Pusat sampai petugas di lapangan dan sebaliknya 

Penjelasan: 

1) Sketsa peta blok sensus hasil SP 2010 (SP2010-WB) disiapkan oleh BPS 

Kabupaten/Kota (yang di-print dari peta blok sensus digital).  
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2) VSEN16.DSRT di-print setelah melakukan update Daftar VSEN16.P 

dengan menggunakan fasilitas program data entri DSRT. 

1.8  Statistik yang Dihasilkan  

Statistik yang dihasilkan dari Susenas 2016 antara lain adalah 

statistik/indikator kesejahteraan rakyat, pola konsumsi masyarakat, dan 

pengeluaran rumah tangga.  

1. Statistik/Indikator Kesejahteraan Rakyat (Kesra)  

Statistik/Indikator Kesra yang dapat disusun dari hasil pengumpulan 

data Kor, antara lain adalah: Angka Partisipasi Sekolah, Rata­rata Lama 

Sekolah, Angka Melek Huruf (bidang pendidikan), Angka Kesakitan 

(bidang kesehatan), Rata­rata Umur Perkawinan Pertama, Angka 

Partisipasi KB (bidang fertilitas), Rata­rata Luas Hunian Rumah 

per­kapita, Persentase Penggunaan Air Bersih (bidang perumahan), 

data publikasi wanita dan pria, dan lain­lain. 

2. Konsumsi dan Pengeluaran  

Statistik yang dapat disusun dari pengumpulan data konsumsi, antara 

lain rata­rata pengeluaran penduduk yang dirinci menurut jenis 

makanan dan bukan makanan, rata­rata konsumsi penduduk yang 

dirinci menurut jenis makanan, rata­rata konsumsi kalori dan protein, 

angka gini rasio, dan jumlah/persentase penduduk miskin.  

Ilustrasi manfaat data Susenas, diantaranya: 

1. Data adanya anak usia sekolah dapat menjadi dasar penghitungan 

kebutuhan sekolah. 

2. Data kesulitan tempat berobat dapat menjadi dasar untuk penambahan 

sarana kesehatan. 
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METODOLOGI 

 

2.1 Pendahuluan 

Susenas 2016 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 

di bulan Maret untuk estimasi sampai dengan kabupaten/kota, dan di 

bulan September untuk estimasi sampai dengan provinsi.  

 

2.2  Stratifikasi 

Stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan rumah 

tangga untuk menjamin keterwakilan populasi wilayah dan sampel yang 

lebih representatif. Stratifikasi yang dilakukan adalah: 

1. Seluruh populasi blok sensus biasa hasil SP2010, sekitar 720 ribu, 

distratifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat kesejahteraan rumah tangga 

menggunakan pendekatan Wealth Index baik di urban maupun  rural, 

sehingga total akan terbentuk 6 strata blok sensus.  

2. Implisit stratifikasi rumah tangga dilakukan berdasarkan tingkat 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga (KRT) 

hasil pemutakhiran (updating) untuk menjaga keterwakilan dari nilai 

keragaman karakteristik rumah tangga. 

 

2.3 Kerangka Sampel 

Kerangka sampel induk atau sampling frame induk kegiatan 

Susenas, Sakernas, dan SUPAS 2015 adalah sekitar 180.000 blok sensus 

(25% populasi) yang ditarik secara PPS dengan size rumah tangga SP2010 

dari master frame blok sensus. Selanjutnya untuk kegiatan Susenas 

didefinisikan sebagai berikut:   

 

BAB 

II 



 

14  Pedoman Kepala BPS Provinsi, Kabid Statistik Sosial, dan Kepala BPS Kab/Kota 
 

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa 

SP2010. 

2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 25% blok sensus 

SP2010 yang sudah ada kode stratanya. 25% blok sensus ini 

disebut sampling frame induk. 

3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil 

pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih. 

 

2.4 Desain Sampel 

A. Estimasi Kabupaten/kota  

Sampel dipilih dengan metode two stages one phase stratified sampling 

Tahap 1: Memilih 25% blok sensus populasi secara Probability 

Proportional to Size (PPS), dengan size jumlah rumah tangga 

hasil SP2010 di setiap strata. 

Tahap 2: Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara 

systematic di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota 

per strata kesejahteraan. 

Tahap3: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara 

systematic sampling dengan implicit stratification menurut 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. 

 

B. Estimasi Provinsi 

Sampel untuk Susenas estimasi provinsi merupakan subsampel dari 

Susenas estimasi kabupaten/kota dan dipilih menggunakan metode 

two stages stratified sampling seperti berikut: 

Tahap 1:  Memilih 7.500 blok sensus secara systematic sampling dari 

30.000 blok sensus estimasi kabupaten/kota sesuai alokasi 

dan mempertimbangkan distribusi sampel per strata di 

tingkat kabupaten/kota. 

Tahap 2: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara 

systematic sampling dengan implicit stratification 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. 
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Desain sampel Susenas Maret 2016 secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2, 

sedangkan proses pemilihan sampel rumah tangga bisa dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Pemilihan Sampel Susenas 2016 

Variable tingkat pendidikan KRT digunakan sebagai implicit 
stratification dalam pemilihan sampel Ultimate Sampling Unit 

      N Populasi 

n sampling frame 

Maret 
30.000 BS 

Pemutakhiran 
Rumah tangga 

SP 2010 

10 Rumah 
tangga per BS 

September 
7500 PSU 

 

Pemutakhiran 
Rumah tangga 

SP 2010 

10 Rumah 
tangga per BS 
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Gambar 3. Proses Pemilihan Sampel Rumah Tangga Susenas 2016 

 

 

VSEN16.D
SBS 

Pemutakhiran 
rumah tangga 

VSEN16.P 

 
 
 

Entri data hasil 
pemutakhiran 

VSEN16. 
DSRT 

Data 
pemutakhiran 
rumah tangga 

Kunjungi ke 
Lapangan dengan 

VSEN16.K dan 
VSEN16.KP 

Kirim ke BPS-RI 
kci@bps.go.id 

Pilih 10 sampel 
rumah tangga  

dengan program 
komputer 
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2.5 Sample Size 

Total  jumlah  rumah tangga  sampel  Susenas  2016 adalah  

300.000  rumah tangga untuk estimasi kabupaten/kota pada bulan Maret 

dan 75.000 rumah tangga untuk estimasi provinsi pada bulan September. 

Sampling Scheme   

Tahap/ 

Phase 
Unit 

Jumlah unit strata h Metode 

penarikan 

sampel 

Peluang 

pemilihan 

sampel 

Fraksi 

sampling Populasi Sampel 

1 
Blok 

Sensus 
hN  hn  

PPS-with 

replacement h

hi

Z

Z
 

h

hi
h

Z

Z
n  

  hn  hn  Systematic 
hn

1
 

h

h

n

n
 

2 
Rumah 

tangga 

up

hiM  m  Systematic up

hiM

1
 

up

hiM

m
 

 

Sampling fraction Kab/Kota :  up

hih

hih

up

hih

h

h

hi
h

MZ

mZn

M

m

n

n

Z

Z
nfffF 321  

Sampling fraction Provinsi :  
kab

h

prop

h

kab
n

n
FF .  

                

Design Weight 

Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penimbang: 

1. Membangun initial weight berdasarkan sampling scheme. Initial/base 

weight merupakan invers dari samping fraction, yaitu: 

F
W design 1

 

Design weight ini dibangun dari rumah tangga hasil updating dan 

target awal pencacahan. Agar design weight berhasil, maka perlu 

dilakukan kontrol pada kegiatan pemutakhiran rumah tangga.  
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2. Non response adjustment weighted 

Non respon adjusment weight digunakan untuk revisi nilai weight 

berdasarkan realisasi pencacahan pada tingkat blok sensus dan rumah 

tangga dengan tetap menjaga total nilai probability pada sampling 

frame. 

3. Trimming weight 

Trimming bertujuan untuk mereduksi variasi weight antar blok sensus 

dengan tetap mengacu kepada total weight sebagai kontrol nilai total 

estimasi. 

4. Secondary data control 

Secondary data control menggunakan kelompok umur dan jenis 

kelamin dari data proyeksi penduduk. Kelompok umur sangat 

bergantung pada distribusi hasil pencacahan. 

5. Calibrasi dari data proyeksi 

Total jumlah dari proyeksi digunakan sebagai calibrasi dalam proses 

akhir penyusunan weight. 

 

2.6   Stratifikasi Wealth Index 

A. Dasar Pemikiran: 

1. Karakteristik antar blok sensus yang bervariasi memungkinkan 

untuk dilakukan proses pengelompokkan sehingga blok sensus 

yang memiliki kesamaan karakteristik diupayakan berada pada 

kelompok (strata) yang sama. 

2. Stratifikasi blok sensus dilakukan untuk meningkatkan presisi 

dan efisiensi desain. Dengan stratifikasi akan memberikan 

jaminan keterwakilan sampel dari tiap kelompok/strata. 

3. Sebelum blok sensus distratifikasi, setiap rumah tangga dalam 

blok sensus dihitung Wealth Index. Wealth index diukur dengan 

pendekatan multivariate, yaitu Principal Component Analysis 

Polychoric (PCA Polychoric).  
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B. Sumber data 

Sumber data yang digunakan adalah data hasil pencacahan 

lengkap SP2010. Variabel yang dijadikan dasar stratifikasi adalah: 

jenis lantai, sumber penerangan utama, bahan bakar utama untuk 

memasak, sumber air minum utama, fasilitas tempat buang air 

besar, tempat akhir pembuangan tinja, penguasaan telepon, ada 

tidaknya ART yang terhubung (akses) ke internet, dan pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan KRT. 

 

Metode Pembentukan Strata 

Pembentukan strata dilakukan secara bertahap, yaitu: 

1. Penghitungan indeks kesejahteraan rumah tangga dengan pendekatan 

PCA Polychoric dari 9 variabel operasional. 

2. Menentukan desil indeks kesejahteraan rumah tangga kemudian 

mengelompokkan rumah tangga tersebut ke dalam salah satu dari 3 

kategori, yaitu: 

• Tingkat kesejahteraan rendah  : Desil 1 – 3  

• Tingkat kesejahteraan menengah : Desil 4 – 7  

• Tingkat kesejahteraan tinggi  : Desil 8 – 10 

3. Penghitungan indeks konsentrasi blok sensus. 

4. Pembentukan strata blok sensus dengan mengelompokkan blok 

sensus ke dalam 3 strata berdasarkan jumlah kategori dominan di blok 

sensus tersebut. 

 

Indeks Kesejahteraan Rumah Tangga (Wealth Index) 

9

1p

pijI  

Keterangan: 

pi
: penimbang untuk variabel ke-p yang diperoleh dari PCA polychiric 

yang pertama, dengan alasan bahwa principal component yang 

pertama adalah yang memiliki kontribusi terbesar dalam 

menjelaskan variabilitas data 

jI :  nilai indeks untuk rumah tangga ke-j 
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Indeks Konsentrasi Blok Sensus 

Misalkan jumlah rumah tangga di blok sensus ke-i, kategori 

kesejahteraan ke-k (k=1, 2, 3) adalah kiM dan jumlah populasi blok sensus 

di kabupaten/kota adalah N, maka indeks konsentrasinya dirumuskan 

sebagai berikut: 

N
M

M
I

ki

ki
k  

 

Selanjutnya dilakukan pembentukan strata dengan aturan bahwa blok 

sensus ke-i dikategorikan sebagai strata ke-k jika: kI  bernilai maksimum 

 

2.7 Estimator 

Misalkan
hkijy  dan 

hkijx menyatakan nilai karakteristik Y dan X 

rumah tangga ke-j, blok sensus ke-i, kecamatan ke-k, strata ke-h, maka 

estimasi total nilai karekteristik Y dan X, serta rasio R=Y/X beserta 

variansnya adalah sebagai berikut: 

a. Estimasi total nilai karakteristik X: 

h k i j

hkijhkij xwX̂  

b. Estimasi total nilai karakteristik Y: 

h k i j

hkijhkij ywŶ

 c. Estimasi rasio dan varians: 

  X

Y
R

ˆ

ˆ
ˆ

     

 

H

h k kh

kh

i

hki

kh

kh

h

h

n

Z
Z

n

n

X

f
R

1

2

2

2

ˆ
ˆ

1ˆ

)1(
)ˆvar(
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2.8 Peta Blok Sensus (SP2010-WB) 

Peta blok sensus yang digunakan dalam Susenas 2016 adalah peta 

hasil scanning yang telah digunakan dalam kegiatan pencacahan SP2010. 

Dalam peta tersebut sudah tercantum legenda, landmark, dan posisi 

bangunan fisik/sensus. Dengan demikian, peta blok sensus dapat 

digunakan oleh petugas untuk menelusuri/mengidentifikasi lokasi rumah 

tangga terpilih. 

2.9 Jumlah Sampel Blok Sensus dan Rumah Tangga 

Jumlah sampel blok sensus untuk estimasi provinsi merupakan 

minimum sampel untuk estimasi tingkat provinsi. Sampel blok sensus 

dialokasikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Alokasi jumlah 

sampel menurut daerah perkotaan dan perdesaan di setiap 

kabupaten/kota dilakukan secara proporsional terhadap proporsi akar 

jumlah rumah tangga dalam RBL1.  

n

M

M
n

H

h

h

h

h

1  

dengan: 

 hn
 : Jumlah sampel blok sensus dalam strata h  

 hM
 : Jumlah rumah tangga biasa dalam strata h 

 n  : Jumlah target sampel  

 

2.10  Daftar Sampel Blok Sensus Terpilih (DSBS) 

Daftar sampel blok sensus Susenas 2016 seperti halnya Susenas 

sebelumnya terdiri atas identitas wilayah untuk 511 kabupaten/kota dan 

34 provinsi, sesuai master wilayah terakhir. Identitas blok sensus 

dinyatakan dengan nomor kode sampel (NKS). NKS terdiri atas 5 digit: 
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Digit 1  : Kode 1  =     blok sensus terpilih untuk estimasi kabupaten/ 

  kota dan provinsi 

Kode 2 = blok sensus terpilih hanya untuk estimasi 

kabupaten/kota 

Digit 2-5  : Nomor urut Sampel : 0001-4999 (Rural) & > 5000 (Urban) 

Catatan: Petugas pencacah tidak boleh mengganti blok sensus terpilih 

2.11  Pemilihan Sampel Rumah Tangga (DSRT) 

Hasil pemutakhiran rumah tangga selengkapnya harus diinput atau 

dientri. Program entri disiapkan BPS Pusat. Program ini sekaligus 

menyediakan fasilitas penarikan sampel, sehingga petugas hanya fokus 

pada entri hasil pendaftaran rumah tangga secara benar. Informasi yang 

dientri selain nama KRT, juga kejadian kematian. Petugas selanjutnya 

dapat mencetak daftar sampel VSEN16.DSRT sebanyak 10 rumah tangga 

melalui program dengan telah mempertimbangkan distribusi pendidikan 

KRT. Penjelasan detail tentang program entri hasil pemutakhiran dan 

pencetakan sampel serta daftar rumah tangga kematian yang 

menggunakan program dijelaskan dalam bagian terpisah. 

2.12  Pemutakhiran Rumah Tangga 

Penentuan wilayah kerja atau blok sensus dilakukan di BPS. 

Pengawas mengidentifikasi blok sensus terpilih tersebut dan mengunjungi 

wilayah tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh 

masyarakat yang disegani dan dihormati masyarakat setempat. Hal ini 

perlu agar pelaksanaan survei di daerah tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik dan tepat waktu. Setelah identifikasi lokasi berdasarkan 

sketsa peta blok sensus, lalu petugas melakukan kegiatan penelusuran 

lokasi, yaitu mengenali batas-batas wilayah dengan mengelilingi wilayah 

tersebut. Selanjutnya melakukan pemutakhiran seluruh rumah 

tangga/bangunan yang ada di blok sensus tersebut dengan Daftar 
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VSEN16.P. Penelusuran wilayah dan pemutakhiran rumah tangga 

ditujukan untuk mengetahui populasi rumah tangga pada blok sensus 

sekaligus melakukan pemutakhiran keterangan dalam sketsa peta blok 

sensus. 

VSEN16.P adalah suatu daftar yang berbentuk form terdiri atas 

blok identitas, yaitu identitas blok sensus terpilih dan blok untuk identitas 

rumah tangga. Daftar ini juga memuat informasi tingkat pendidikan kepala 

rumah tangga (KRT) dan jumlah anggota rumah tangga. Tingkat 

pendidikan KRT selanjutnya digunakan sebagai implicit stratification dalam 

pemilihan responden secara sistematik. 

Pemutakhiran rumah tangga menggunakan VSEN16.P dengan 

bentuk form daftar rumah tangga hasil Sensus Penduduk 2010 dalam 

bentuk pre-printed. Selanjutnya petugas akan mengecek keberadaan rumah 

tangga tersebut dan melakukan identifikasi untuk rumah tangga yang ada 

setelah SP2010 atau rumah tangga baru. Secara garis besar, pemutakhiran 

rumah tangga berdasarkan hasil suatu pendataan pada suatu wilayah (blok 

sensus) akan terdapat tiga kejadian, yaitu:  

1. Rumah tangga yang tetap (nonmover); 

2. Rumah tangga pindah keluar atau ke dalam blok sensus (in 

mover dan out mover); 

3. Rumah tangga mekar (spread up).  

Dalam operasionalisasi lapangan, konsep tersebut dikembangkan 

menjadi: ditemukan, ganti kepala rumah tangga, pendatang baru, pindah ke 

luar blok sensus, bergabung dengan rumah tangga lain, dan tidak 

ditemukan. 

Instrumen Pemutakhiran Rumah Tangga 

Instrumen yang digunakan dalam pemutakhiran rumah tangga adalah: 

a. Daftar Pemutakhiran Rumah Tangga Susenas 2016 (Daftar VSEN16.P) 

Daftar VSEN16.P adalah daftar yang memuat nama-nama kepala 

rumah tangga beserta alamat (SLS, nama jalan, dsb) dalam suatu blok 

sensus yang digunakan sebagai dasar pemutakhiran. Contoh Daftar 

VSEN16.P terdapat pada Lampiran. 
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b. Peta SP2010-WB 

Peta SP2010-WB yang dibuat pada persiapan SP2010. Peta ini dalam 

Susenas 2016 digunakan sebagai dasar untuk mengenali wilayah kerja 

petugas Susenas 2016. Dalam peta tersebut sudah tercantum legenda, 

landmark, dan posisi bangunan fisik/sensus yang dapat digunakan 

oleh petugas untuk menelusuri/mengidentifikasi lokasi rumah tangga 

terpilih. 

2.13  Mekanisme Pemutakhiran Bangunan dan Rumah Tangga 

Tahapan pemutakhiran bangunan dan rumah tangga adalah sebagai 

berikut: 

1) Berbekal Peta SP2010-WB yang menjadi wilayah kerjanya, petugas 

didampingi penunjuk jalan dari BPS Kabupaten/Kota mengelilingi 

batas luar blok sensus dan batas SLS dalam blok sensus serta 

mengenali legenda dan landmark yang ada dalam blok sensus. Bila ada 

legenda dan landmark yang belum tercantum dalam peta petugas harus 

menambahkan. Perhatikan dengan seksama batas terluar blok sensus 

tersebut, karena hal ini berkaitan dengan rumah tangga yang menjadi 

cakupan dalam blok sensus tersebut. Petugas memastikan batas terluar 

blok sensus tersebut, sehingga dilakukan perbaikan dan tidak akan 

terjadi salah cakup pada tahapan pencacahan selanjutnya. 

2) Dimulai dari nomor urut rumah tangga terkecil, petugas mengunjungi 

secara door to door seluruh rumah tangga yang ada dalam blok sensus 

terpilih untuk mengetahui keberadaan rumah tangga pada saat 

pemutakhiran dengan berbagai kondisi (ditemukan, ganti kepala 

rumah tangga, dsb). Kunjungan door to door harus dilakukan per SLS, 

berpindah ke SLS lain bila telah selesai memutakhirkan rumah tangga 

pada SLS tersebut. 

3) Petugas mengunjungi rumah tangga dan mencantumkan/  

menggambar lokasi rumah tangga pada Print-out Peta SP2010-

WB/ST2013-WB, serta memberi nomor urut. Setiap bangunan fisik 

dalam peta digambarkan dengan “kotak” (jika memungkinkan) atau 

“titik besar”( ● ). Nomor urut rumah tangga yang dicantumkan di atas 
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kotak atau titik sama dengan nomor urut rumah tangga yang tercantum 

pada Kolom (4) Daftar VSEN16.P.  

4) Apabila pada saat pemutakhiran ditemukan rumah tangga baru, maka 

tuliskan keterangan untuk rumah tangga yang bersangkutan pada baris 

setelah baris terakhir yang terisi. Jika tidak ada stiker SP2010 di tempat 

tinggalnya, pengisian nomor bangunan fisik dan bangunan sensus 

mengikuti bangunan fisik dan sensus terdekat sebelumnya dengan 

pemberian indeks berupa abjad A, B, C, dst.  

5) Jika ada stiker SP2010, gunakan nomor bangunan fisik dan bangunan 

sensus dari stiker SP2010 untuk mengisi nomor bangunan fisik dan 

bangunan sensus pada Daftar VSEN16.P. Jika rumah tangga baru 

menempati bangunan fisik/bangunan sensus baru, maka gambarkan 

pada peta SP2010-WB dan tuliskan nomor bangunan fisiknya 

mengikuti nomor bangunan fisik terdekat sebelumnya, dengan 

pemberian indeks berupa abjad A, B, C, dst. 

Contoh Pengisian: 

1. Wisnu adalah anak dari Pak Busro. Pada tahun 2015, Wisnu 

membentuk rumah tangga baru dan mendirikan bangunan tempat 

tinggal di samping rumah Pak Busro. Dalam hal ini, nomor urut 

bangunan fisik Wisnu adalah 074A dan nomor urut bangunan 

sensus Wisnu adalah 121A; 

2. Meti Nurhayati pada tahun 2014 pindah ke kota lain dan menjual 

rumahnya kepada Krisna. Sejak tahun 2015, Krisna menempati 

bangunan tersebut. Pada saat pemutakhiran Susenas 2016, masih 

ditemukan stiker SP2010 pada bangunan yang sekarang ditempati 

oleh Krisna. Dengan demikian, penulisan nomor urut bangunan 

fisik dan bangunan sensus tetap mengacu pada nomor urut pada 

stiker, yaitu 077 untuk nomor bangunan fisik dan 127 untuk 

nomor bangunan sensus; 

3. Yudhistira sudah tinggal di blok sensus terpilih sejak 2005, tetapi 

terlewat cacah pada pendataan SP2010. Bangunan tempat tinggal 

Yudhistira berada setelah tempat tinggal Suprapto, maka 

Yudhistira dianggap sebagai rumah tangga baru dan penulisan 

nomor urut bangunan fisik dan sensusnya adalah 083A dan 135A.  
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a. Tata Cara Pemilihan Sampel Rumah Tangga (cara manual) 

Tahapan kegiatan yang harus dilakukan pengawas dalam pemilihan 

sampel rumah  tangga adalah sebagai berikut: 

- Periksa apakah pemberian nomor urut pada kolom (9) s.d. kolom 

(12) sudah benar, yaitu berurutan mulai nomor 1 sampai dengan 

terakhir. Jika ditemui ada kesalahan, perbaiki kesalahannya lebih 

dahulu sebelum melakukan pemilihan sampel. 

- Hitung interval penarikan sampel (I) untuk pemilihan rumah 

tangga dengan cara: 

10

(11) kolom padahir urut terakNomor
I  

 Interval sampel dihitung sampai dua angka dibelakang koma. 

- Gunakan angka random (AR) yang tertera pada Daftar VSEN16.P 

untuk mendapatkan nomor urut sampel rumah tangga pertama 

dengan rumus berikut: 

  IARR1  

- Angka random yang tercantum pada VSEN16.P adalah angka yang 

dibangkitkan dengan program sedemikian sehingga mengikuti 

distribusi Uniform dengan nilai antara 0 sampai dengan 1. 

 Catatan: apabila R1<1, maka R1-nya adalah 1 

- Selanjutnya gunakan interval sampel untuk menentukan angka 

random pemilihan sampel rumah tangga berikutnya, yaitu R2, R3, 

......., R10 sebagai berikut: 

R2  =  R1 +  I; 

R3  =  R1  +  2 I; 

.    

Rn  =  R1  +  (n-1) I; 

R10 =  R1 + 9 I. 

- Nomor urut rumah tangga terpilih diperoleh dengan membulatkan 

hasil perhitungan sampai 0 angka dibelakang koma. 

- Lingkari nomor urut pada salah satu kolom (9)-(12) sesuai dengan 

nomor urut sampel terpilih.  
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- Lingkari nomor urut bangunan fisik dan bangunan sensus yang 

sesuai dengan nomor urut pada salah satu kolom (9)-(12) yang 

dilingkari.  

- Salin kesepuluh sampel rumah tangga tersebut ke Daftar Sampel 

Rumah Tangga Susenas 2016 (Daftar VSEN16.DSRT). 

 

Contoh pemilihan sampel rumah tangga. 

Misal jumlah rumah tangga hasil pendaftaran rumah tangga Susenas 

2016 yang tercantum dalam Daftar VSEN16.P sebanyak 84 rumah 

tangga. Akan diambil sampel rumah tangga Susenas 2016 sebanyak 10 

rumah tangga dengan penjelasan sebagai berikut: 

 Maka interval pemilihan sampel rumah tangga adalah: 

40,8
10

84

n

N
I

 

 Dari daftar VSEN16.P diperoleh AR= 0.36 maka R1=0.36*8.4=3.02 

≈ 3 

R2 = R1 + I = 3.02  + 8,40 = 11,42 ≈ 11 

R3 = R1 + 2I = 3.02 + (2  8,40) = 19,82 ≈ 20 

R4 = R1 + 3I = 3.02  + (3  8,40) = 28,22 ≈ 28 

R5 = R1 + 4I = 3.02  + (4  8,40) = 36,62 ≈ 37 

R6 = R1 + 5I = 3.02  + (5  8,40) = 45,02 ≈ 45 

R7 = R1 + 6I = 3.02  + (6  8,40) = 53,42 ≈ 53 

R8 = R1 + 7I = 3.02 + (7  8,40) = 61,82 ≈ 62 

R9 = R1 + 8I = 3.02 + (8  8,40) = 70,22 ≈ 70 

R10 = R1 + 9I = 3.02  + (9  8,40) = 78,62 ≈79 

 Lingkari nomor urut pada kolom (9), (10), (11), atau (12) sesuai 

dengan hasil penghitungan pemilihan sampel rumah tangga 

tersebut, serta lingkari kolom (2) s.d kolom (4). 

 Rumah tangga yang terpilih adalah rumah tangga yang nomor urut 

pada kolom (9), (10), (11), atau (12) nya dilingkari. 

 Salin kesepuluh sampel rumah tangga tersebut ke Daftar Sampel 

Rumah Tangga Susenas 2016 (Daftar VSEN16.DSRT). 
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Catatan : 

 VSEN16.P terdiri atas 2 jenis, yaitu untuk pemilihan sampelnya 

secara manual dan dengan program. Perbedaannya hanya di Blok 

IV saja, dimana untuk VSEN16.P cara manual Blok IV-nya adalah      

“PENGAMBILAN SAMPEL RUMAH TANGGA HASIL 

PEMUTAKHIRAN” dimana pengawas harus mengambil sampel 

sebanyak 10 rumah tangga. Sedangkan VSEN16.P dengan cara 

Program, Blok IV-nya hanya berisi “CATATAN”, karena 

pengambilan sampel sudah dilakukan dengan program. 

b.  Tata Cara Pemilihan Sampel Rumah Tangga dengan Cara Program 

Aplikasi 

Selain cara manual maka pemilihan sampel bisa juga dilakukan 

dengan cara  program aplikasi komputer. Untuk mempermudah pemilihan 

sampel, BPS-RI membuat program aplikasi pemilihan sampel dengan 

syarat pemutakhiran rumah tangga dengan Daftar VSEN16.P sudah selesai 

dientri dengan program aplikasi yang sama.  

Program dirancang secara sederhana sehingga pengawas (staf 

organik BPS Kab/Kota)  dengan mudah bisa mengoperasikan program ini. 

Berikut adalah Modul dari Program Aplikasi tersebut. 

 

MODUL UPDATING DAN PENARIKAN SAMPEL RUMAH TANGGA 

SUSENAS 2016 

 Hasil updating rumah tangga pada blok sensus terpilih Susenas 

yang dicatat pada VSEN16.P selanjutnya direkam melalui mekanisme entri 

data dengan menggunakan aplikasi program tertentu.  Perekaman data 

hasil updating ini sangat penting untuk memperoleh informasi jumlah 

rumah tangga hasil lapangan pada blok sensus terpilih. Informasi ini sangat 

berguna untuk kepentingan estimasi dengan mekanisme langsung (direct). 

Penjelasan detail program aplikasi ini dijelaskan pada bagian terpisah. 
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ORGANISASI LAPANGAN 

3.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dikelompokkan menjadi Pengarah, Penanggung 

Jawab Pusat, Operasional Pusat, Operasional Provinsi, dan Operasional 

Kabupaten/Kota yang bagan alurnya dapat dilihat pada Gambar 4 dan 

Gambar 5. Struktur organisasi mulai dari tingkat pusat sampai dengan 

tingkat daerah, adalah sebagai berikut: 

Tingkat Pusat 

1) Pengarah adalah Kepala BPS, Deputi Bidang Statistik Sosial, dan Deputi 

Bidang Metodologi & Informasi Statistik; 

2) Penanggung jawab survei adalah Direktur Statistik Kesejahteraan 

Rakyat; 

3) Penanggung jawab metodologi survei adalah Direktur Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei;  

4) Penanggung jawab pengolahan data adalah Direktur Sistem Informasi 

Statistik; 

5) Penanggung jawab teknis adalah Kepala Subdirektorat Statistik Rumah 

Tangga, Kasubdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, 

Kasubdit Kesehatan dan Perumahan dibantu anggota lainnya 

mencakup kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi dari beberapa 

direktorat terkait; 

Tingkat Daerah 

1) Pengarah di daerah adalah Kepala BPS Provinsi;  

2) Penanggung jawab survei di Kab/Kota adalah Kepala BPS Kab/Kota;  

3) Penanggung jawab teknis di Provinsi adalah Kepala Bidang Statistik 

Sosial dan Kepala Bidang IPDS;  

4) Koordinator lapangan di Provinsi adalah Kasi Stat. Kesra; 

5) Penanggung jawab teknis lapangan di Kab/Kota adalah Kasi Stat. 

Sosial; 

BAB 

III
I 
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6) Penanggung jawab entri data di Kab/Kota adalah Kasi IPDS;  

7) Pengawas adalah Kepala Seksi, KSK, atau Staf inti;  

8) Pencacah adalah KSK, Staf inti, atau Mitra Statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.  Struktur Organisasi Survei Sosial Ekonomi Nasional 

Maret 2016 di Pusat 
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Gambar 5. Struktur Organisasi Survei Sosial Ekonomi Nasional  

Maret 2016 di Daerah 

 

3.2 Tugas dan Tanggung Jawab 

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat 

1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan survei; 

2) Mengoordinasikan kegiatan persiapan Susenas; 

3) Mengoordinasikan rencana survei beserta seluruh tahapan 

kegiatannya;  

4) Berkoordinasi dengan Direktorat terkait;  

5) Penghitungan standar error; 

6) Melakukan validasi data; 

7) Membuat tabulasi;  

8) Membuat publikasi. 

Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

1) Bertanggung jawab atas metodologi pengumpulan data;  

2) Pengiriman daftar sampel blok sensus ke BPS Provinsi;  
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3) Penyusunan program entri hasil updating dan pengambilan sampel 

serta pedomannya;  

4) Penghitungan angka penimbang;  

5) Berkoordinasi dengan Penanggung jawab kegiatan (Direktorat Stat. 

Kesra). 

Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS) 

1) Menyusun sistem dan program pengolahan; 

2) Membuat buku pedoman pengolahan (data entri); 

3) Mendistribusikan sistem dan program pengolahan ke daerah; 

4) Mengadakan pelatihan instruktur pengolahan; 

5) Memantau pelaksanaan pengolahan data yang dilaksanakan di pusat 

dan daerah; 

6) Menerima hasil pengolahan dari daerah. 

Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga 

1) Menyusun anggaran kegiatan;  

2) Mengoordinasikan proses penyusunan kuesioner  dan buku pedoman;  

3) Merancang kegiatan supervisi;  

4) Merancang kegiatan pelatihan;  

5) Mengoordinasikan kegiatan pengolahan;  

6) Monitoring progres lapangan dan pengolahan;  

7) Menyusun publikasi. 

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

1) Menyediakan data jumlah penduduk Indonesia menurut golongan 

umur, daerah tempat tinggal, dan jenis kelamin level Provinsi dan 

Kabupaten/Kota kondisi Maret dan September setiap tahun untuk 

kebutuhan penimbang. 

Direktur Statistik Ketahanan Sosial 

1) Bersama dengan Direktorat Stat. Kesra melakukan evaluasi data 

konsumsi/ pengeluaran dan data Kor Susenas Maret dan September 

guna penghitungan indikator kemiskinan. 
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Kepala BPS Provinsi 

1) Mengoordinasikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan teknis dan 

administrasi kepada masing-masing penanggung jawab di BPS 

Provinsi;  

2) Memonitor dan mengevaluasi perencanaan kegiatan Susenas terkait 

anggaran, penyediaan, dan alokasi instrumen;  

3) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan petugas di 

daerah;  

4) Memonitor perkembangan pelaksanaan pencacahan dan pengolahan 

data serta melakukan tindakan guna menjamin kualitas data dan 

penyelesaian tepat waktu; 

5) Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi 

pelaksanaan lapangan;  

6) Menjamin kelancaran pelaksanaan survei di wilayahnya. 

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi 

1) Melakukan evaluasi daftar sampel blok sensus (DSBS) dan memberikan 

feedback ke pusat; 

2) Berkoordinasi dengan Kabag. TU dalam perencanaan kegiatan Susenas 

terkait dengan anggaran, penyediaan, dan alokasi instrument; 

3) Menjamin kualitas pelatihan petugas; 

4) Merencanakan dan melaksanakan pengawasan lapangan, serta 

mengatasi masalah lapangan; 

5) Mengirimkan Daftar VSEN16.MHU ke BPS Pusat; 

6) Berkoordinasi dengan Kabid IPDS dalam evaluasi kelengkapan dan 

kualitas data;  

7) Memantau perkembangan pelaksanaan lapangan dan pengolahan data, 

dan melaporkan ke Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat setiap 

akhir pekan; 

8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan survei. 

Kepala Bidang IPDS Provinsi 

1) Mengatur dan melaksanakan pengolahan di daerah; 

2) Mengirim hasil entri data kor dan modul setelah dievaluasi oleh Kabid 

Statistik Sosial ke Subdit Pengembangan Basis Data. 
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Kepala BPS Kabupaten/Kota 

1) Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain: surat tugas, 

surat pemberitahuan, perlengkapan survei, dokumen pelaksanaan 

lapangan maupun pendukungnya dan pendanaan; 

2) Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain: surat tugas, 

surat pemberitahuan, perlengkapan survei, sketsa peta desa/kelurahan 

SP2010-WA, print out sketsa peta SP2010-WB hasil listing SP2010, 

dokumen pelaksanaan lapangan maupun pendukungnya dan 

pendanaan; 

3) Melakukan pengecekan awal blok sensus terpilih di daerahnya sesuai 

daftar sampel; 

4) Menyeleksi calon petugas lapangan dan mengirim petugas ke pusat 

pelatihan; 

5) Mengawasi pelaksanaan lapangan dalam rangka mengevaluasi 

prosedur pelaksanaan lapangan dan penerapan konsep/definisi yang 

digunakan; 

6) Membuat dan mengirim laporan pelaksanaan kepada penanggung 

jawab survei tingkat provinsi, termasuk pengiriman Daftar 

VSEN16.MHU; 

7) Menyimpan sketsa peta WB hasil kerja petugas untuk ditindaklanjuti 

dalam kegiatan pemutakhiran peta yang akan datang; 

8) Menyerahkan wilayah tugas yang telah ditetapkan oleh BPS 

Kabupaten/Kota; 

9) Menyerahkan daftar rumah tangga (VSEN16.P) untuk dimutakhirkan 

oleh pencacah; 

10) Menyerahkan Sketsa Peta Desa/Kelurahan SP2010-WA dan print out 

Sketsa Peta SP2010-WB dari Seksi IPDS;  

11) Mengawasi pengecekan entrian data yang dikirimkan Seksi IPDS ke 

Seksi Stastistik Sosial sebelum data dikirimkan ke BPS Provinsi. 
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Pengawas 

 

 

 

 

Rincian tugas pengawas adalah: 

1) Mengawasi 3 sampai 4 pencacah sesuai wilayah tugas yang telah 

ditetapkan oleh BPS Kabupaten/Kota; 

2) Membuat jadwal kerja pengawasan agar proses pengawasan dan 

pemeriksaan berjalan dengan baik, serta menjamin ketepatan jadwal 

penyelesaian pencacahan;  

3) Menerima Sketsa Peta Desa/Kelurahan SP2010-WA dan print out 

Sketsa Peta SP2010-WB dari Seksi IPDS;  

4) Membagi tugas pemutakhiran rumah tangga (menyerahkan daftar 

VSEN16.P), Sketsa Peta SP2010-WA dan print out SP2010-WB, dan 

dokumen pencacahan sesuai dengan beban pencacah;  

5) Mendampingi pencacah dalam pengenalan blok sensus serta 

pemutakhiran rumah tangga; 

6) Memeriksa hasil pemutakhiran rumah tangga, melaporkan hasil 

pemutakhiran rumah tangga, dan mengisi Daftar VSEN16.MHU secara 

lengkap;  

7) Menyerahkan Daftar VSEN16.MHU kepada Kasi Statistik Sosial (untuk 

selanjutnya akan direkap/digabung oleh Kasi Statistik Sosial dan 

diserahkan kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota;  

8) Menyalin jumlah anggota rumah tangga hasil pencacahan ke dalam 

VSEN16.DSRT;  

9) Menyerahkan dokumen VSEN16.DSRT yang menjadi tanggung jawab 

pencacah;  

10) Mendampingi dan mengevaluasi kinerja pencacah sejak awal 

pelaksanaan lapangan sesuai jadwal kerja, sehingga kesalahan-

kesalahan yang mungkin terjadi bisa dihindari sedini mungkin serta 

membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pencacah 

dalam pelaksanaan lapangan. Terkait konsep dan definisi, harus 

Tugas pokok pengawas adalah melaksanakan pengawasan pencacahan 

dan pemeriksaan hasil pencacahan (editing-coding) agar kualitas data 

yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan jadwal yang ditentukan. 
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mengacu pada buku pedoman dan penegasan-penegasan yang 

diberikan selama pelatihan;  

11) Memantau kualitas VSEN16.P, VSEN16.K, dan VSEN16.KP dengan 

melakukan pengecekan langsung, serta melakukan konfirmasi 

kuesioner yang telah diisi pencacah ke responden;  

12) Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa 

kewajaran dan konsistensi isian, serta melakukan koreksi dan 

memberitahukan kesalahan yang dilakukan pencacah;  

13) Memberitahukan lokasi tugas dari waktu ke waktu kepada c.q. Kasie. 

Sosial BPS Kabupaten/Kota agar mudah dipantau;  

14) Menjaga semangat dan kerja sama yang tinggi sesama petugas;  

15) Menyerahkan secara bertahap dokumen hasil pencacahan lapangan 

termasuk Sketsa Peta Desa SP2010-WA dan print out Sketsa Peta Blok 

Sensus SP2010-WB ke Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota;  

16) Mengikuti pelatihan petugas lapangan Susenas.   

Pencacah 

 

 

 

Rincian tugas pencacah adalah:  

1) Mengikuti pelatihan petugas lapangan Susenas. Pelatihan dimaksudkan 

agar petugas memahami pekerjaan pengumpulan data sehingga 

pengumpulan data dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan 

serta sesuai dengan jadwal. Pelatihan meliputi pemahaman terhadap 

konsep definisi, tata cara penggunaan daftar pertanyaan, dan 

koordinasi yang diperlukan; 

2) Mengenali wilayah tugas dan menelusuri blok sensus. Wilayah kerja 

Susenas yang disebut sebagai blok sensus telah dipilih untuk 

memberikan gambaran tentang masyarakat secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, pengenalan terhadap batas-batas blok sensus sangat 

penting. Bila terdapat kekeliruan terhadap blok sensus yang harus 

dicacah, maka hasil pencacahan menjadi tidak berguna karena tidak 

dapat menggambarkan keadaan lapangan; 

Tugas pokok pencacah adalah melaksanakan pengumpulan data 
sesuai dengan pedoman pencacahan dan menyelesaikannya sesuai 

dengan jadwal 
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3) Melaksanakan pemutakhiran rumah tangga sekaligus perbaikan 

muatan pada blok sensus sampel, melengkapi informasi bangunan 

penting pada Sketsa Peta Blok Sensus, dan mencatatkan perbaikan Peta 

Blok Sensus serta segera menyerahkan hasilnya kepada pengawas. 

Daftar rumah tangga yang dimutakhirkan akan digunakan sebagai 

dasar untuk pemilihan sampel rumah tangga. Pemutakhiran harus 

dilaksanakan secara lengkap, agar rumah tangga terpilih dapat 

mencerminkan keadaan sesungguhnya di lapangan.  Pemutakhiran 

lengkap, yaitu dengan mengecek keberadaan rumah tangga baik yang 

sudah tercetak pada dokumen VSEN16.P, maupun rumah tangga yang 

baru masuk ke dalam blok sensus; 

4) Melakukan wawancara menggunakan kuesioner hingga selesai, 

terhadap semua responden pada semua rumah tangga sampel di blok 

sensus yang menjadi tanggung jawabnya;  

5) Meneliti kembali apakah semua pertanyaan sudah ditanyakan dan 

diisikan ke dalam kuesioner serta memastikan kewajaran isian; 

6) Segera menghubungi pengawas apabila mengalami kesulitan dalam 

wawancara;  

7) Menyerahkan dokumen hasil pencacahan berikut dokumen pendukung 

lainnya, termasuk Sketsa Peta Desa/Kelurahan SP2010-WA dan 

SP2010-WB kepada pengawas;  

8) Bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

 

3.3 Persyaratan Petugas Lapangan 

Petugas lapangan Susenas terdiri atas pengawas dan pencacah. 

Secara umum, seluruh petugas lapangan hendaknya memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Berpendidikan minimal SLTA (diutamakan lulusan D3 ke atas); 

2. Berpengalaman sebagai petugas survei/penelitian, diutamakan yang 

berpengalaman sebagai petugas Susenas Konsumsi dan Pengeluaran; 

3. Mampu untuk bekerja dan menaati peraturan/kesepakatan yang telah 

ditentukan; 
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Pengawas adalah Kepala Seksi atau KSK atau staf inti di BPS 

Kabupaten/Kota yang telah berpengalaman dalam Susenas konsumsi. Bagi 

mereka yang ditunjuk sebagai pengawas, maka selain persyaratan tersebut 

di atas juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:  

a) Mampu menjalin pendekatan dengan kepala desa atau ketua RT/RW 

setempat, serta membuka jalan/meminta izin agar pencacah dapat 

melakukan wawancara; 

b) Mampu menyusun rencana kerja dan memimpin 3 sampai 4 orang 

petugas pencacah untuk melaksanakan pencacahan; 

c) Mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang ditemui dalam 

pelaksanaan lapangan; 

d) Siap untuk menggantikan tugas pencacah yang karena sesuatu hal tidak 

dapat melanjutkan pekerjaannya; 

e) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan hasil pencacahan semua 

petugas pencacah yang berada di bawah koordinasinya. 
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PELATIHAN  

Pelatihan pada setiap survei bertujuan untuk menyamakan 

persepsi antarpetugas terhadap pemahaman konsep dan definisi 

operasional dari variabel-variabel yang ditanyakan dalam survei.  Pada 

pelaksanaan pelatihan Susenas 2016, pelatihan dimulai dengan Pelatihan 

Instruktur Utama (Intama), dilanjutkan dengan pelatihan Instruktur 

Nasional (Innas). Kedua kegiatan ini dilakukan di Pusat dengan 

pelaksananya adalah Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Untuk 

selanjutnya, Innas akan langsung melatih petugas lapangan (pencacah dan 

pengawas) yang akan dilaksanakan di masing-masing provinsi atau 

kabupaten/kota.  

Pada pelatihan petugas, hal pokok yang diajarkan adalah 

pemahaman terhadap kegiatan survei, konsep/definisi yang digunakan, 

dan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan yang telah diperoleh 

kepada calon petugas. Sedangkan pada pelatihan petugas lapangan, 

penekanannya lebih difokuskan kepada pemahaman konsep/definisi, 

pemahaman prosedur survei, dan pemahaman terhadap pengisian daftar, 

serta akan ditambahkan materi mengenai updating, latihan cara pengisian 

kuesioner, dan latihan wawancara. 

Dalam setiap proses pelatihan ada tiga hal yang harus tercapai: 

1. Setiap peserta pelatihan harus sudah membaca dan memahami isi 

kuesioner yang akan digunakan; 

2. Setiap peserta pelatihan harus membaca dan memahami konsep 

definisi yang terdapat dalam buku pedoman; 

3. Setiap peserta pelatihan harus memahami cara wawancara dan 

mengisikan hasil wawancara ke dalam kuesioner. 
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4.1 Pelatihan Innas 

Pelatihan Innas dilangsungkan selama 3 (tiga) hari efektif dalam 2 

gelombang, dilaksanakan pada tanggal 25-27 Januari 2016 untuk 

gelombang I dan tanggal 29-31 Januari 2016 untuk gelombang II. Peserta 

pelatihan berasal dari BPS Daerah. Calon Innas diharapkan memenuhi 

persyaratan: (a) Minimal berpendidikan D3 (statistik); (b) Diutamakan 

berasal dari Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi atau Seksi Statistik Sosial 

BPS Kabupaten/Kota; (c) Mempunyai pengalaman pada kegiatan Susenas, 

terutama konsumsi; (d) Mempunyai kemampuan mengajar; (e) Siap 

memecahkan kasus-kasus yang timbul dalam pelaksanaan lapangan. 

 

4.2  Pelatihan Petugas 

Pelatihan petugas baik untuk Pencacah maupun Pengawas 

diselenggarakan oleh BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota selama 3 

(tiga) hari efektif pada rentang waktu  tanggal 2 – 20 Februari 2016. 
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 PENGAWASAN DAN SUPERVISI 

Salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas data 

sebuah survei adalah mengoptimalkan pengawasan atau supervisi. 

Pengawasan tidak hanya pada proses pencacahan, tetapi juga pada proses 

prapencacahan dan paskapencacahan. Selain pengawasan yang akan 

dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota, maka pengawasan dalam 

pelaksanaan Susenas harus dilakukan juga oleh BPS Provinsi dan BPS RI.  

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait 

pengawasan atau supervisi dalam pelaksanaan Susenas adalah:  

1. Prapencacahan 

a. Rencana jadwal lapangan masing-masing petugas harus rasional 

dan memperhitungkan kemampuan untuk menyelesaikan tepat 

waktu dengan kualitas yang baik; 

b. Alokasi petugas di masing-masing kabupaten/kota harus 

mempertimbangkan sebaran sampel dan tingkat kesulitan di 

lapangan. Beban petugas rata-rata 2 blok sensus, dalam waktu 

pencacahan 20 hari; 

c. Rekrutmen petugas harus sesuai dengan persyaratan dan 

kompetensi yang diharapkan; 

d. Dokumen untuk pelaksanaan harus lengkap, daftar, dan dokumen 

yang diterima sesuai dengan kebutuhan; 

e. Distribusi dokumen ke BPS Kabupaten/Kota menyampaikan ke 

petugas harus tepat, tidak ada kekeliruan dalam pengalokasiannya, 

baik jumlah maupun tujuannya. 
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2. Pencacahan 

a. Kesiapan petugas dalam menerapkan strategi lapangan harus 

maksimal. Petugas bekerja bersama-sama secara tim, karena lebih 

efektif dan bisa saling mendukung. DSBS dikirim ke kabupaten 

lebih awal selain sebagai daftar tugas juga untuk mengatur strategi 

pencacahan lapangan; 

b. Pelaksanaan pencacahan lapangan harus sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang telah ditetapkan; 

c. Penanganan hasil lapangan berjalan secara efektif, seperti 

pengiriman secara dokumen secara bertahap atau penjemputan 

dokumen dari lapangan; 

d. Pengawasan dilakukan secara terjadwal; 

e. Penanggung jawab pada tahap pencacahan adalah Kasi Statistik 

Sosial. 

3. Pascapencacahan 

a. Hasil pencacahan harus berkualitas, hasilnya benar­benar telah 

menggambarkan kondisi sosial ekonomi penduduk pada wilayah 

pencacahan. Hal ini dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen; 

b. Monitor kualitas updating perlu dilakukan oleh BPS Provinsi dan 

BPS Pusat, sebagai bahan evaluasi hasil updating; 

c. Kegiatan receiving-batching, dan editing-coding harus sesuai 

dengan prosedur; 

d. Seluruh kegiatan editing-coding menjadi tanggung jawab Seksi 

Statistik Sosial sebelum dokumen dikirimkan ke Seksi IPDS. 
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PENGOLAHAN 

Pengolahan dokumen Susenas terdiri atas kegiatan receiving-

batching, editing-coding, entry, kompilasi data, dan tabulasi. Untuk kegiatan 

receiving-batching, editing-coding, dan entry data akan dilakukan 

sepenuhnya di BPS Kabupaten/Kota. Untuk kegiatan kompilasi data dan 

tabulasi dilakukan di BPS provinsi dan pusat. 

BPS Kabupaten/Kota bertindak sebagai koordinator 

penyelenggaraan pengolahan di daerah. Untuk mempercepat proses entry 

data dan menghindari lewat entri, maka pelaksanaan entry dokumen 

Susenas 2016 harus dilakukan secara berpasangan K dengan KP. Proses 

entry dimulai dengan mengentri dokumen K dan dilanjutkan ke dokumen 

KP.  

Program pengolahan dan pedomannya akan disiapkan oleh BPS 

Pusat dan dikirimkan melalui filelib ke BPS Provinsi. Program entry dan 

dokumen kemudian dikirimkan ke BPS Kabupaten/Kota. BPS 

Kabupaten/Kota harus sudah mempersiapkan sejumlah komputer sesuai 

kebutuhan dan menunjuk koordinator dan staf pengentri, staf editing, serta 

upaya­upaya manajemen entry data lainnya.  

Entry data diatur sedemikian rupa, sehingga data hasil entry yang 

dikirim ke BPS merupakan satu set data K dan KP. Hasil entry data 

disarankan dapat dikirimkan secara berangsur ke BPS tanpa menunggu 

seluruh dokumen selesai dientri, namun tetap mempertimbangkan 

keutuhan data per blok sensus. BPS Pusat akan melakukan proses 

revalidasi terhadap data yang diterima sebelum dilakukan tabulasi final.  
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Konsultasi terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan 

program pengolahan agar menghubungi e-mail address satriana@bps.go.id, 

sedangkan pengiriman data hasil entri ke BPS pusat dapat melalui e-mail 

ipd@bps.go.id (Subdit Intergrasi Pengolahan) atau susenas@bps.go.id.  

Alur kegiatan pengolahan adalah sebagai berikut: 

 Receiving-batching 

 Editing-coding 

Kedua kegiatan ini menjadi tanggung jawab Seksi Statistik Sosial di 

BPS Kabupaten/Kota. 

 Entry 

Seluruh dokumen hasil pencacahan akan di entry di BPS 

Kabupaten/Kota. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Seksi IPDS 

BPS Kabupaten/Kota. 

 Pengiriman hasil entry ke BPS Provinsi 

Hasil entry data di BPS Kabupaten/Kota dikirimkan secara 

bertahap ke BPS Provinsi. 

 Pengiriman hasil entry ke BPS RI 

Hasil entry data dari seluruh BPS Kabupaten/Kota yang ada di 

setiap provinsi oleh Bidang IPDS dilakukan kompilasi untuk 

dikirimkan secara bertahap ke BPS RI sebelum dikirim ke pusat 

data hasil entri harus dievaluasi kelayakannya oleh Bidang Statistik 

Sosial Provinsi.  

 Data yang telah clean dikirim ke pusat oleh Bidang IPDS BPS 

provinsi. 

mailto:ipd@bps.go.id
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Lampiran 1 
 

Jumlah Innas Per Provinsi dan Gelombang Pelatihan Innas 

Kode 
Prov 

Provinsi 
Kab/Kota 

sampel 
Jumlah 

Innas Kab 
Peserta 

dari Prov 
Total 
Innas 

Gelombang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11 Aceh 23 23 1 24 1 

12 Sumatera Utara  33 33 
 

33 1 

13 Sumatera Barat  19 19 
 

19 1 

14 R I a u 12 12 1 13 1 

15 Jambi  11 11 1 12 1 

16 Sumatera Selatan  17 17 1 18 1 

17 Bengkulu 10 10 1 11 1 

18 Lampung  15 15 1 16 1 

19 Kep. Bangka Belitung 7 7 1 8 1 

21 Kepulauan Riau 7 7 1 8 2 

31 DKI Jakarta  6 6 
 

6 1 

32 Jawa Barat  27 27 
 

27 1 

33 Jawa Tengah  35 35 1 36 1 

34 Dista Yogyakarta   5 5 1 6 1 

35 Jawa Timur  38 38 
 

38 1 

36 Banten 8 8 
 

8 2 

51 B a l i   9 9 1 10 2 

52 Nusa Tenggara Barat  10 10 
 

10 2 

53 Nusa Tenggara Timur  22 22 1 23 2 

61 Kalimantan Barat  14 14 1 15 2 

62 Kalimantan Tengah  14 14 1 15 2 

63 Kalimantan Selatan  13 13 
 

13 2 

64 Kalimantan Timur  10 10 
 

10 2 

65 Kalimantan Utara 5 5 
 

5 2 

71 Sulawesi Utara  15 15 1 16 2 

72 Sulawesi Tengah  13 13 1 14 2 

73 Sulawesi Selatan  24 24 
 

24 2 

74 Sulawesi Tenggara   14 14 1 15 2 

75 Gorontalo 6 6 1 7 2 

76 Sulawesi Barat 6 6 1 7 2 

81 Maluku  11 11 1 12 2 

82 Maluku Utara 10 10 1 11 2 

91 Papua Barat 13 13 
 

13 2 

94 Papua 29 29 1 30 2 

Jumlah 511 511 22 533  
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Lampiran 2 
 

Jumlah Petugas Per Provinsi 

Kode Prov Provinsi PCS PMS 
Jumlah 
Petugas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

11 Aceh 584 153 737 

12 Sumatera Utara  948 244 1192 

13 Sumatera Barat  510 133 643 

14 R I a u 382 99 481 

15 Jambi  314 81 395 

16 Sumatera Selatan  490 126 616 

17 Bengkulu 256 66 322 

18 Lampung  466 120 586 

19 Kep. Bangka Belitung 180 47 227 

21 Kepulauan Riau 180 47 227 

31 DKI Jakarta  260 65 325 

32 Jawa Barat  1198 308 1506 

33 Jawa Tengah  1376 354 1730 

34 Dista Yogyakarta   188 48 236 

35 Jawa Timur  1498 386 1884 

36 Banten 338 88 426 

51 B a l i   288 73 361 

52 Nusa Tenggara Barat  316 80 396 

53 Nusa Tenggara Timur  544 141 685 

61 Kalimantan Barat  402 104 506 

62 Kalimantan Tengah  346 90 436 

63 Kalimantan Selatan  376 99 475 

64 Kalimantan Timur  262 67 329 

65 Kalimantan Utara 104 27 131 

71 Sulawesi Utara  370 97 467 

72 Sulawesi Tengah  310 82 392 

73 Sulawesi Selatan  692 181 873 

74 Sulawesi Tenggara   310 84 394 

75 Gorontalo 152 40 192 

76 Sulawesi Barat 148 38 186 

81 Maluku  248 66 314 

82 Maluku Utara 208 54 262 

91 Papua Barat 206 54 260 

94 Papua 552 145 697 
Jumlah 15002 3887 18889 
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Lampiran 3 
 

Alokasi Blok Sensus Per Kabupaten 

Provinsi Kab/Kota Kabupaten/Kota 
BS 

Urban 
BS 

Rural 
BS 

Total 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) 

11 1 Simeulue 8 36 44 

11 2 Aceh Singkil 12 32 44 

11 3 Aceh Selatan 8 44 52 

11 4 Aceh Tenggara 8 44 52 

11 5 Aceh Timur 8 52 60 

11 6 Aceh Tengah 12 40 52 

11 7 Aceh Barat 16 36 52 

11 8 Aceh Besar 20 40 60 

11 9 Pidie 12 52 64 

11 10 Bireuen 12 48 60 

11 11 Aceh Utara 12 52 64 

11 12 Aceh Barat Daya 8 40 48 

11 13 Gayo Lues 8 36 44 

11 14 Aceh Tamiang 20 36 56 

11 15 Nagan Raya 4 44 48 

11 16 Aceh Jaya 4 40 44 

11 17 Bener Meriah 8 40 48 

11 18 Pidie Jaya 4 44 48 

11 71 Banda Aceh 56 0 56 

11 72 Sabang 16 12 28 

11 73 Langsa 44 8 52 

11 74 Lhokseumawe 40 12 52 

11 75 Subulussalam 8 32 40 

11 Total Aceh 348 820 1168 

12 1 Nias 4 40 44 

12 2 Mandailing Natal 20 44 64 

12 3 Tapanuli Selatan 4 52 56 

12 4 Tapanuli Tengah 24 32 56 

12 5 Tapanuli Utara 12 48 60 

12 6 Toba Samosir 16 32 48 

12 7 Labuhan Batu 28 32 60 

12 8 Asahan 32 40 72 
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Provinsi Kab/Kota Kabupaten/Kota 
BS 

Urban 
BS 

Rural 
BS 

Total 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) 

12 9 Simalungun 32 44 76 

12 10 Dairi 20 36 56 

12 11 Karo 24 40 64 

12 12 Deli Serdang 72 20 92 

12 13 Langkat 32 44 76 

12 14 Nias Selatan 4 52 56 

12 15 Humbang Hasundutan 8 40 48 

12 16 Pakpak Bharat 4 28 32 

12 17 Samosir 4 44 48 

12 18 Serdang Bedagai 32 36 68 

12 19 Batu Bara 24 36 60 

12 20 Padang Lawas Utara 4 52 56 

12 21 Padang Lawas 8 44 52 

12 22 Labuhan Batu Selatan 20 40 60 

12 23 Labuhan Batu Utara 20 36 56 

12 24 Nias Utara 4 44 48 

12 25 Nias Barat 0 44 44 

12 71 Sibolga 44 0 44 

12 72 Tanjung Balai 48 0 48 

12 73 Pematang Siantar 56 0 56 

12 74 Tebing Tinggi 48 0 48 

12 75 Medan 96 0 96 

12 76 Binjai 48 4 52 

12 77 Padangsidimpuan 40 12 52 

12 78 Gunungsitoli 20 28 48 

12 Total Sumatera Utara 852 1044 1896 

13 1 Kepulauan Mentawai 4 40 44 

13 2 Pesisir Selatan 8 56 64 

13 3 Solok 4 56 60 

13 4 Sijunjung 8 44 52 

13 5 Tanah Datar 12 48 60 

13 6 Padang Pariaman 20 40 60 

13 7 Agam 20 48 68 

13 8 Lima Puluh Kota 4 56 60 
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Provinsi Kab/Kota Kabupaten/Kota 
BS 

Urban 
BS 

Rural 
BS 

Total 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) 

13 9 Pasaman 8 48 56 

13 10 Solok Selatan 12 36 48 

13 11 Dharmasraya 20 36 56 

13 12 Pasaman Barat 8 52 60 

13 71 Padang 72 4 76 

13 72 Solok 36 4 40 

13 73 Sawah Lunto 24 16 40 

13 74 Padang Panjang 32 4 36 

13 75 Bukittinggi 48 0 48 

13 76 Payakumbuh 40 8 48 

13 77 Pariaman 32 12 44 

13 Total Sumatera Barat 412 608 1020 

14 1 Kuantan Singingi 8 48 56 

14 2 Indragiri Hulu 16 44 60 

14 3 Indragiri Hilir 16 56 72 

14 4 Pelalawan 16 44 60 

14 5 Siak 28 32 60 

14 6 Kampar 20 52 72 

14 7 Rokan Hulu 12 56 68 

14 8 Bengkalis 32 32 64 

14 9 Rokan Hilir 16 52 68 

14 10 Kepulauan Meranti 16 36 52 

14 71 Pekanbaru 72 4 76 

14 73 Dumai 36 20 56 

14 Total Riau 288 476 764 

15 1 Kerinci 4 52 56 

15 2 Merangin 8 52 60 

15 3 Sarolangun 8 48 56 

15 4 Batang Hari 8 48 56 

15 5 Muaro Jambi 4 56 60 

15 6 Tanjung Jabung Timur 12 44 56 

15 7 Tanjung Jabung Barat 20 36 56 

15 8 Tebo 8 52 60 

15 9 Bungo 12 48 60 
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Provinsi Kab/Kota Kabupaten/Kota 
BS 

Urban 
BS 

Rural 
BS 

Total 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) 

15 71 Jambi 60 4 64 

15 72 Sungai Penuh 28 16 44 

15 Total Jambi 172 456 628 

16 1 Ogan Komering Ulu 24 36 60 

16 2 Ogan Komering Ilir 8 64 72 

16 3 Muara Enim 16 56 72 

16 4 Lahat 16 48 64 

16 5 Musi Rawas 4 48 52 

16 6 Musi Banyuasin 8 56 64 

16 7 Banyu Asin 16 56 72 

16 8 Ogan Komering Ulu Selatan 4 48 52 

16 9 Ogan Komering Ulu Timur 8 56 64 

16 10 Ogan Ilir 12 48 60 

16 11 Empat Lawang 4 44 48 

16 12 Penukal Abab Lematang Ilir 4 28 32 

16 13 Musi Rawas Utara 4 32 36 

16 71 Palembang 76 4 80 

16 72 Prabumulih 40 12 52 

16 73 Pagar Alam 28 20 48 

16 74 Lubuklinggau 40 12 52 

16 Total Sumatera Selatan 312 668 980 

17 1 Bengkulu Selatan 20 28 48 

17 2 Rejang Lebong 24 32 56 

17 3 Bengkulu Utara 12 44 56 

17 4 Kaur 4 44 48 

17 5 Seluma 4 48 52 

17 6 Mukomuko 8 44 52 

17 7 Lebong 8 40 48 

17 8 Kepahiang 16 32 48 

17 9 Bengkulu Tengah 4 40 44 

17 71 Bengkulu 56 4 60 

17 Total Bengkulu 156 356 512 

18 1 Lampung Barat 4 48 52 

18 2 Tanggamus 12 56 68 
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Provinsi Kab/Kota Kabupaten/Kota 
BS 

Urban 
BS 

Rural 
BS 

Total 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) 

18 3 Lampung Selatan 20 56 76 

18 4 Lampung Timur 8 72 80 

18 5 Lampung Tengah 8 72 80 

18 6 Lampung Utara 16 52 68 

18 7 Way Kanan 4 60 64 

18 8 Tulangbawang 8 56 64 

18 9 Pesawaran 4 56 60 

18 10 Pringsewu 24 40 64 

18 11 Mesuji 4 48 52 

18 12 Tulang Bawang Barat 4 52 56 

18 13 Pesisir Barat 4 20 24 

18 71 Bandar Lampung 68 4 72 

18 72 Metro 48 4 52 

18 Total Lampung 236 696 932 

19 1 Bangka 28 28 56 

19 2 Belitung 28 24 52 

19 3 Bangka Barat 24 28 52 

19 4 Bangka Tengah 12 40 52 

19 5 Bangka Selatan 12 36 48 

19 6 Belitung Timur 28 20 48 

19 71 Pangkal Pinang 48 4 52 

19 Total Kep. Bangka Belitung 180 180 360 

21 1 Karimun 44 12 56 

21 2 Bintan 44 8 52 

21 3 Natuna 20 24 44 

21 4 Lingga 24 20 44 

21 5 Kepulauan Anambas 12 20 32 

21 71 Batam 76 4 80 

21 72 Tanjung Pinang 48 4 52 

21 Total Kep. Riau 268 92 360 

31 1 Kepulauan Seribu 24 0 24 

31 71 Jakarta Selatan 104 0 104 

31 72 Jakarta Timur 112 0 112 

31 73 Jakarta Pusat 80 0 80 
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Provinsi Kab/Kota Kabupaten/Kota 
BS 

Urban 
BS 

Rural 
BS 

Total 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) 

31 74 Jakarta Barat 104 0 104 

31 75 Jakarta Utara 96 0 96 

31 Total Dki Jakarta 520 0 520 

32 1 Bogor 96 24 120 

32 2 Sukabumi 40 60 100 

32 3 Cianjur 32 68 100 

32 4 Bandung 92 16 108 

32 5 Garut 48 56 104 

32 6 Tasikmalaya 24 68 92 

32 7 Ciamis 28 68 96 

32 8 Kuningan 32 44 76 

32 9 Cirebon 76 24 100 

32 10 Majalengka 40 44 84 

32 11 Sumedang 36 48 84 

32 12 Indramayu 40 56 96 

32 13 Subang 28 64 92 

32 14 Purwakarta 40 36 76 

32 15 Karawang 60 44 104 

32 16 Bekasi 88 20 108 

32 17 Bandung Barat 60 36 96 

32 18 Pangandaran 28 40 68 

32 71 Bogor 76 0 76 

32 72 Sukabumi 60 0 60 

32 73 Bandung 104 0 104 

32 74 Cirebon 60 0 60 

32 75 Bekasi 104 0 104 

32 76 Depok 96 0 96 

32 77 Kota Cimahi 72 0 72 

32 78 Kota Tasikmalaya 64 4 68 

32 79 Banjar 36 16 52 

32 Total Jawa Barat 1560 836 2396 

33 1 Cilacap 40 60 100 

33 2 Banyumas 56 40 96 

33 3 Purbalingga 32 44 76 
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Provinsi Kab/Kota Kabupaten/Kota 
BS 

Urban 
BS 

Rural 
BS 

Total 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) 

33 4 Banjarnegara 20 56 76 

33 5 Kebumen 28 56 84 

33 6 Purworejo 20 52 72 

33 7 Wonosobo 24 56 80 

33 8 Magelang 28 56 84 

33 9 Boyolali 32 48 80 

33 10 Klaten 68 16 84 

33 11 Sukoharjo 64 12 76 

33 12 Wonogiri 20 60 80 

33 13 Karanganyar 44 32 76 

33 14 Sragen 32 48 80 

33 15 Grobogan 20 76 96 

33 16 Blora 20 56 76 

33 17 Rembang 20 52 72 

33 18 Pati 32 52 84 

33 19 Kudus 60 16 76 

33 20 Jepara 52 32 84 

33 21 Demak 40 44 84 

33 22 Semarang 36 44 80 

33 23 Temanggung 24 52 76 

33 24 Kendal 44 36 80 

33 25 Batang 36 40 76 

33 26 Pekalongan 44 32 76 

33 27 Pemalang 44 40 84 

33 28 Tegal 56 32 88 

33 29 Brebes 48 48 96 

33 71 Magelang 48 0 48 

33 72 Surakarta 68 0 68 

33 73 Salatiga 52 0 52 

33 74 Semarang 92 4 96 

33 75 Pekalongan 60 0 60 

33 76 Tegal 56 0 56 

33 Total Jawa Tengah 1460 1292 2752 

34 1 Kulon Progo 20 44 64 
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Provinsi Kab/Kota Kabupaten/Kota 
BS 

Urban 
BS 

Rural 
BS 

Total 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) 

34 2 Bantul 76 4 80 

34 3 Gunung Kidul 16 60 76 

34 4 Sleman 80 8 88 

34 71 Yogyakarta 68 0 68 

34 Total Di Yogyakarta 260 116 376 

35 1 Pacitan 8 60 68 

35 2 Ponorogo 28 48 76 

35 3 Trenggalek 28 48 76 

35 4 Tulungagung 40 40 80 

35 5 Blitar 32 52 84 

35 6 Kediri 52 44 96 

35 7 Malang 56 52 108 

35 8 Lumajang 24 56 80 

35 9 Jember 52 60 112 

35 10 Banyuwangi 56 44 100 

35 11 Bondowoso 28 48 76 

35 12 Situbondo 40 40 80 

35 13 Probolinggo 36 48 84 

35 14 Pasuruan 44 52 96 

35 15 Sidoarjo 96 4 100 

35 16 Mojokerto 48 32 80 

35 17 Jombang 56 28 84 

35 18 Nganjuk 40 40 80 

35 19 Madiun 28 48 76 

35 20 Magetan 36 36 72 

35 21 Ngawi 16 64 80 

35 22 Bojonegoro 20 68 88 

35 23 Tuban 24 60 84 

35 24 Lamongan 24 60 84 

35 25 Gresik 56 28 84 

35 26 Bangkalan 20 56 76 

35 27 Sampang 12 64 76 

35 28 Pamekasan 20 56 76 

35 29 Sumenep 16 68 84 
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35 71 Kediri 60 0 60 

35 72 Blitar 48 0 48 

35 73 Malang 76 0 76 

35 74 Probolinggo 56 0 56 

35 75 Pasuruan 52 0 52 

35 76 Kota Mojokerto 48 0 48 

35 77 Kota Madiun 52 0 52 

35 78 Surabaya 112 0 112 

35 79 Batu 44 8 52 

35 Total Jawa Timur 1584 1412 2996 

36 1 Pandeglang 20 64 84 

36 2 Lebak 12 72 84 

36 3 Tangerang 92 16 108 

36 4 Serang 28 56 84 

36 71 Tangerang 100 0 100 

36 72 Cilegon 60 0 60 

36 73 Serang 52 16 68 

36 74 Tangerang Selatan 88 0 88 

36 Total Banten 452 224 676 

51 1 Jembrana 28 28 56 

51 2 Tabanan 28 36 64 

51 3 Badung 64 4 68 

51 4 Gianyar 52 12 64 

51 5 Klungkung 32 20 52 

51 6 Bangli 16 40 56 

51 7 Karang Asem 20 44 64 

51 8 Buleleng 32 40 72 

51 71 Denpasar 80 0 80 

51 Total Bali 352 224 576 

52 1 Lombok Barat 40 32 72 

52 2 Lombok Tengah 28 52 80 

52 3 Lombok Timur 44 40 84 

52 4 Sumbawa 20 44 64 

52 5 Dompu 12 44 56 
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52 6 Bima 8 56 64 

52 7 Sumbawa Barat 16 32 48 

52 8 Lombok Utara 8 44 52 

52 71 Mataram 64 0 64 

52 72 Bima 36 12 48 

52 Total Ntb 276 356 632 

53 1 Sumba Barat 8 36 44 

53 2 Sumba Timur 12 40 52 

53 3 Kupang 4 52 56 

53 4 Timor Tengah Selatan 4 60 64 

53 5 Timor Tengah Utara 4 44 48 

53 6 Belu 12 40 52 

53 7 Alor 8 40 48 

53 8 Lembata 8 36 44 

53 9 Flores Timur 8 44 52 

53 10 Sikka 12 44 56 

53 11 Ende 16 36 52 

53 12 Ngada 8 36 44 

53 13 Manggarai 12 44 56 

53 14 Rote Ndao 4 40 44 

53 15 Manggarai Barat 4 44 48 

53 16 Sumba Tengah 0 40 40 

53 17 Sumba Barat Daya 4 48 52 

53 18 Nagekeo 4 44 48 

53 19 Manggarai Timur 0 48 48 

53 20 Sabu Raijua 4 36 40 

53 21 Malaka 4 36 40 

53 71 Kupang 56 4 60 

53 Total Ntt 196 892 1088 

61 1 Sambas 16 48 64 

61 2 Bengkayang 4 48 52 

61 3 Landak 4 52 56 

61 4 Pontianak 12 44 56 

61 5 Sanggau 16 48 64 
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61 6 Ketapang 20 44 64 

61 7 Sintang 8 56 64 

61 8 Kapuas Hulu 4 48 52 

61 9 Sekadau 4 48 52 

61 10 Melawi 8 44 52 

61 11 Kayong Utara 4 40 44 

61 12 Kubu Raya 24 40 64 

61 71 Pontianak 68 0 68 

61 72 Singkawang 36 16 52 

61 Total Kalimantan Barat 228 576 804 

62 1 Kotawaringin Barat 24 32 56 

62 2 Kotawaringin Timur 28 32 60 

62 3 Kapuas 20 40 60 

62 4 Barito Selatan 16 32 48 

62 5 Barito Utara 16 32 48 

62 6 Sukamara 8 32 40 

62 7 Lamandau 8 36 44 

62 8 Seruyan 8 40 48 

62 9 Katingan 16 36 52 

62 10 Pulang Pisau 8 40 48 

62 11 Gunung Mas 8 36 44 

62 12 Barito Timur 12 32 44 

62 13 Murung Raya 8 36 44 

62 71 Palangkaraya 52 4 56 

62 Total Kalimantan Tengah 232 460 692 

63 1 Tanah Laut 20 40 60 

63 2 Kota Baru 16 44 60 

63 3 Banjar 20 48 68 

63 4 Barito Kuala 16 44 60 

63 5 Tapin 12 40 52 

63 6 Hulu Sungai Selatan 20 36 56 

63 7 Hulu Sungai Tengah 12 48 60 

63 8 Hulu Sungai Utara 20 32 52 

63 9 Tabalong 20 36 56 
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63 10 Tanah Bumbu 28 32 60 

63 11 Balangan 4 44 48 

63 71 Banjarmasin 64 4 68 

63 72 Banjar Baru 48 4 52 

63 Total Kalimantan Selatan 300 452 752 

64 1 Paser 24 28 52 

64 2 Kutai Barat 16 32 48 

64 3 Kutai Kartanegara 32 32 64 

64 4 Kutai Timur 28 28 56 

64 5 Berau 24 24 48 

64 9 Penajam Paser Utara 20 28 48 

64 11 Mahakam Hulu 4 16 20 

64 71 Balikpapan 60 4 64 

64 72 Samarinda 68 4 72 

64 74 Bontang 48 4 52 

64 Total Kalimantan Timur 324 200 524 

65 1 Malinau 12 28 40 

65 2 Bulungan 20 24 44 

65 3 Tana Tidung 0 24 24 

65 4 Nunukan 24 24 48 

65 71 Tarakan 48 4 52 

65 Total Kalimantan Utara 104 104 208 

71 1 Bolaang Mongondow 4 52 56 

71 2 Minahasa 28 32 60 

71 3 Kepulauan Sangihe 16 36 52 

71 4 Kepulauan Talaud 8 36 44 

71 5 Minahasa Selatan 16 36 52 

71 6 Minahasa Utara 24 28 52 

71 7 Bolaang Mongondow Utara 4 40 44 

71 8 Siau Tagulandang Biaro 12 32 44 

71 9 Minahasa Tenggara 0 44 44 

71 10 Bolaang Mongondow Selatan 0 40 40 

71 11 Bolaang Mongondow Timur 4 36 40 

71 71 Manado 60 4 64 
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71 72 Bitung 48 4 52 

71 73 Tomohon 36 12 48 

71 74 Kotamobagu 36 12 48 

71 Total Sulawesi Utara 296 444 740 

72 1 Banggai Kepulauan 4 40 44 

72 2 Banggai 12 48 60 

72 3 Morowali 4 36 40 

72 4 Poso 12 40 52 

72 5 Donggala 4 52 56 

72 6 Toli-Toli 12 40 52 

72 7 Buol 8 36 44 

72 8 Parigi Moutong 8 56 64 

72 9 Tojo Una-Una 8 36 44 

72 10 Sigi 8 48 56 

72 11 Banggai Laut 4 16 20 

72 12 Morowali Utara 4 32 36 

72 71 Palu 48 4 52 

72 Total Sulawesi Tengah 136 484 620 

73 1 Selayar 8 40 48 

73 2 Bulukumba 20 40 60 

73 3 Bantaeng 12 40 52 

73 4 Jeneponto 12 48 60 

73 5 Takalar 12 44 56 

73 6 Gowa 32 36 68 

73 7 Sinjai 12 40 52 

73 8 Maros 20 40 60 

73 9 Pangkajene Dan Kepulauan 12 48 60 

73 10 Barru 12 40 52 

73 11 Bone 28 44 72 

73 12 Soppeng 12 44 56 

73 13 Wajo 20 40 60 

73 14 Sidenreng Rappang 20 40 60 

73 15 Pinrang 16 44 60 

73 16 Enrekang 8 44 52 
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73 17 Luwu 8 52 60 

73 18 Tana Toraja 8 44 52 

73 22 Luwu Utara 8 48 56 

73 25 Luwu Timur 12 44 56 

73 26 Toraja Utara 12 40 52 

73 71 Makassar 80 4 84 

73 72 Pare-Pare 44 4 48 

73 73 Palopo 40 8 48 

73 Total Sulawesi Selatan 468 916 1384 

74 1 Buton 4 44 48 

74 2 Muna 12 40 52 

74 3 Konawe 12 36 48 

74 4 Kolaka 16 36 52 

74 5 Konawe Selatan 4 48 52 

74 6 Bombana 4 40 44 

74 7 Wakatobi 4 40 44 

74 8 Kolaka Utara 4 40 44 

74 9 Buton Utara 4 36 40 

74 10 Konawe Utara 0 40 40 

74 11 Kolaka Timur 4 32 36 

74 12 Konawe Kepulauan 4 16 20 

74 71 Kendari 48 4 52 

74 72 Bau-Bau 36 8 44 

74 Total Sulawesi Tengggara 156 460 616 

75 1 Boalemo 4 44 48 

75 2 Gorontalo 24 36 60 

75 3 Pohuwato 8 40 48 

75 4 Bone Bolango 16 36 52 

75 5 Gorontalo Utara 4 40 44 

75 71 Gorontalo 48 4 52 

75 Total Gorontalo 104 200 304 

76 1 Majene 16 28 44 

76 2 Polewali Mandar 20 44 64 

76 3 Mamasa 4 44 48 
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76 4 Mamuju 16 44 60 

76 5 Mamuju Utara 4 44 48 

76 6 Mamuju Tengah 0 32 32 

76 Total Sulawesi Barat 60 236 296 

81 1 Maluku Tenggara Barat 16 28 44 

81 2 Maluku Tenggara 12 32 44 

81 3 Maluku Tengah 28 32 60 

81 4 Buru 16 28 44 

81 5 Kepulauan Aru 16 28 44 

81 6 Seram Bagian Barat 4 44 48 

81 7 Seram Bagian Timur 4 40 44 

81 8 Maluku Barat Daya 4 36 40 

81 9 Buru Selatan 0 36 36 

81 71 Ambon 52 4 56 

81 72 Tual 16 20 36 

81 Total Maluku 168 328 496 

82 1 Halmahera Barat 4 36 40 

82 2 Halmahera Tengah 4 28 32 

82 3 Kepulauan Sula 4 40 44 

82 4 Halmahera Selatan 4 44 48 

82 5 Halmahera Utara 12 36 48 

82 6 Halmahera Timur 4 36 40 

82 7 Pulau Morotai 4 32 36 

82 8 Pulau Taliabu 0 32 32 

82 71 Ternate 48 4 52 

82 72 Tidore Kepulauan 20 24 44 

82 Total Maluku Utara 104 312 416 

91 1 Fakfak 20 16 36 

91 2 Kaimana 16 16 32 

91 3 Teluk Wondama 0 28 28 

91 4 Teluk Bintuni 20 20 40 

91 5 Manokwari 20 24 44 

91 6 Sorong Selatan 0 24 24 

91 7 Sorong 0 40 40 
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91 8 Raja Ampat 0 28 28 

91 9 Tambrauw 0 20 20 

91 10 Maybrat 0 24 24 

91 11 Manokwari Selatan 4 20 24 

91 12 Pegunungan Arfak 0 24 24 

91 71 Sorong 48 0 48 

91 Total Papua Barat 128 284 412 

94 1 Merauke 20 24 44 

94 2 Jayawijaya 16 32 48 

94 3 Jayapura 20 20 40 

94 4 Nabire 20 20 40 

94 8 Kepulauan Yapen 20 20 40 

94 9 Biak Numfor 20 24 44 

94 10 Paniai 0 44 44 

94 11 Puncak Jaya 0 40 40 

94 12 Mimika 36 12 48 

94 13 Boven Digoel 8 28 36 

94 14 Mappi 4 36 40 

94 15 Asmat 4 36 40 

94 16 Yahukimo 4 44 48 

94 17 Pegunungan Bintang 0 40 40 

94 18 Tolikara 0 44 44 

94 19 Sarmi 4 20 24 

94 20 Keerom 0 36 36 

94 26 Waropen 0 20 20 

94 27 Supiori 0 20 20 

94 28 Mamberamo Raya 0 20 20 

94 29 Nduga 0 40 40 

94 30 Lanny Jaya 0 48 48 

94 31 Mamberamo Tengah 0 28 28 

94 32 Yalimo 0 36 36 

94 33 Puncak 0 40 40 

94 34 Dogiyai 0 40 40 

94 35 Intan Jaya 0 28 28 
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94 36 Deiyai 0 36 36 

94 71 Jayapura 48 4 52 

94 Total Papua 224 880 1104 

Total Indonesia 12916 17084 30000 
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